	IV. HUKUM PERTANGGUNGAN LAUT



TATAP MUKA KULIAH IX

· Dalam dunia perdagangan terutama dibidang hukum jual beli keperusahaan telah diatur syarat-syarat baku dalam perjanjian yang terbagi dalam :

1. Syarat Loko : dimana inti perjanjian menggunakan syarat loko bahwa pembeli menerima penyerahan barang digudang penjual (tanggung jawab beralih digudang penjual), artinya bahwa pembeli yang harus mengambil sendiri barang yang dibelinya digudang penjual dan menanggung segala biaya pengangkutan dari gudang penjual ke kapal, asuransi, biaya pengankutan laut, biaya pemuatan dan pembongkaran.

2. Syarat FAS(Free a longside ship) syarat ini mendalilkan bahwa penjual menyerahkan barang disamping kapal yang disediakan oleh pembeli, artinya penjual bertanggung jawab terhadap barang hanya sampai disamping kapal, sedang pembeli menanggung biaya pemuatan, biaya angkut, asuransi, pembongkaran dsb.

3. Syarat FOB (Free on Board) syarat ini mendalilkan bahwa penjual menyerahkan barang sampai diatas kapal yang disediakan pembeli, artinya bahwa penjual menanggung biaya pemuatan ke kapal (seperti syarat FAS+biaya pemuatan ke kapal)

4. Syarat CIF (Cost Insurance & Freight), artinya penjual bertanggung jawab dan menanggung semua biaya pemuatan, pengangkutan, asuransi sampai barang dipelabuhan pembongkaran.

5. Syarat C&F (Cost & Freight), artinya sama dengan CIF dikurangi biaya asuransi, dalam hal ini biaya asuransi ditanggung oleh pembeli.

6. Syarat Franko, merupakan kebalikan dari syarat loko, dimana penjual harus menyerahkan sendiri barang sampai digudang pembeli.

· Karena pengangkutan melaui laut rawan akan resiko, maka peranan asuransi sangatlah penting untuk menjamin terselenggaranya pengangkutan yang aman, karena resiko akan musnahnya barang telah ditanggung oleh pihak asuransi.
· Asuransi pengangkutan laut menjamin kehilangan kerusakan (resiko) akibat adanya bahaya laut. Dengan perjanjian pertanggungan maka resiko tertanggung diambil alih oleh penanggung, dengan syarat bahwa tertanggung wajib membayar premi pertanggungan laut termasuk jenis pertanggungan yang mempunyai unsur unsur :
· adanya 2 objek pertanggungan yaitu kapal dan barang muatan.

· Resiko berasal dari bahaya yang bersumber pada alam dan orang.
· Pasal 592 KUHD mengatur tentang polis pertanggungan laut. Ketentuan ini masih harus  dihubungkan dengan pasal 256 KUHD yang mengatur syarat umum polis. Adapun syarat tambahan bagi polis pertanggungan laut antara lain : Nama kapal & nakhodanya; nama tempat dimana barang dimuat; pelabuhan pemberangkatan; pelabuhan pembongkaran; pelabuhan mana saja kapal itu akan singgah; harga kapal atau barang yang dipertanggungkan..
· Objek pertanggungan laut adalah (pasal 593(1) KUHD) :
a. Kasko/lunas kapal

b. Alat perlengkapan kapal
c. Segala keperluan kapal & isinya
d. Barang muatan
e. Uang angkut yang akan diperoleh
f. Keuntungan yang akan didapat.
· Pertanggungan laut dapat ditutup (pasal 594 KUHD) :
a. Untuk seluruh atau sebagian dari barang yang bersangkutan baik secara bersama sama atau sendiri sendiri

b. Dalam waktu damai/perang, sebelum atau selama perjalanan kapal
c. Untuk perjalanan pergi atau pulang; untuk salah satu dari perjalanan; untuk seluruh perjalanan atau untuk suatu waktu tertentu
d. Untuk seluruh bahaya laut
e. Untuk perkabaran baik atau buruk.
· Dua macam pertanggungan laut pada umumnya :
1. Pertanggungan rangka kapal (marine hull) : pertanggungan jenis ini menjamin lambung kapal dan mesin kapal terhadap resiko bahaya laut (pasal 637 KUHD)

2. Pertanggungan muatan (marine cargo) : menjamin barang barang muatan yang diangkut melalui laut terhadap bahaya laut termasuk resiko pemindahan dan pemuatan dan pembongkaran barang.

· Beberapa jenis kontrak pertanggungan laut dalam KHUD :
1. pertanggungan in quovis :  yaitu pertanggungan laut yang kapalnya tidak jelas. Pasal 595 (1) menyebutkan apabila tertanggung tidak mengetahui dalam kapal mana barang barang yang akan diterima itu dimuat, maka penyebutan nama kapal dan nakhoda tidak diharuskan, asal saja dalam polis disebut tentang tidak diketahuinya hal itu oleh tertanggung dan dalam polis disebut pula tanggal dan nama penandatangan  surat pengantar terakhir(tentang barang)

2. Pertanggungan Barang barang, sama halnya dengan in quovis, pada pertanggungan ini  barangnya yang tidak jelas. Misalnya tertanggung akan menerima suatu partai barang sedang penjelasan terperinci tidak ada, yang akan dikirim dengan kapal tertentu. Dalam hal ini orang tersebut dapat mempertanggungkan barang dengan jenis pertanggungan barang barang

3. Pertanggungan kontrak. Pada dasarnya tertanggung harus memberikan keterangan lengkap tentang object pertanggungan (pasal 251). Dan apabila tertangung secara rutin dalam waktu tertentu mengirim barang apabila dengan pertanggungan biasa maka setiap kali pengiriman harus dibuatkan polis serta administrasi lain , maka untuk memudahkan tertangung, maka undang undang menciptakan apa yang disebut pertanggungan kontrak. Dalam pertanggungan ini penanggung menanggung semua resiko sejenis dalam satu jangka waktu tertentu, dengan kewajiban bahwa tertanggung cukup memberi tahu pada setiap pengiriman barang. Atas dasar pemberitahuan ini jumlah premi ditetapkan.

4. Pertanggungan Pauschal. Berbeda dengan pertanggungan kontrak dimana mempertanggungan semua pengiriman barang dalam jangka watu tertentu, dimana premi dibayarkan pada akhir kontrak berdasar jumlah pengiriman, Dalam pauschal premi maximum dibayar dimuka, sedangkan pemberitahuan pengiriman tidak perlu dilakukan. Pada akhir masa pertanggungan premi yang sebenarnya ditetapkan berdasarkan seluruh pengiriman menurut kenyataan.

5. Pertanggungan atas kapal dan barang yang sudah dalam perjalanan (pasal 603 KUHD), pertanggungan ini memperluas ketentuan azas pasal 251 KUHD tentang kewajiban memberitahu. Pertanngungan jenis ini dapat ditutup atas kapal dan barang yang sudah berangkat dari tempat, dimana resiko seharusnya mulai jadi beban penanggung. Pertanggungan ini dapat dilakukan dengan syarat dalam polis diterangkan : saat berangkat kapal; saat diangkutnya barang; diterangkan bahwa saat kapal berangkat tidak diketahui tertanggung; diterangkan kabar paling akhir yang diterima tertangung tentang kapal.

6. Pertanggungan atas keuntungan yang akan diterima Pasal 615 KUHD dengan syarat ; haruslah keuntungan yang diperkirakan disebut dalam polis juga barang yang diperkirakan menimbulkan keuntungan.

· Harga/nilai pertanggungan dapat ditentukan berdasarkan harga penuh barang ditambah segala biaya pengangkutan yang ditentukan berdasar harga faktur sebagai harga yang wajar (pasal 612 KUHD) yang dapat ditambah dengan uang angkut dan bea masuk .

· Kapan mulai pertanggungan menurut pasal 624 KUHD: dalam hal pertanggungan atas sebuah kapal, maka bahaya mulai berjalan bagi yang menanggung semenjak saat nahkoda mulai dengan pemuatan barang dagangan. Dalam praktek biasanya resiko itu mulai menjadi beban penanggung sejak saat barang barang itu meninggalkan gudang pengirim dan berakhir pada saat barang sampai digudang penerima (wire house to wire house insurance).

· Ditinjau dari sudut lamanya pertanggungan, pertanggungan laut dapat dibedakan  menjadi :

1. Pertanggungan kapal menurut waktu. Lamanya masa pertanggungan ditentukan dengan suatu jangka waktu tertentu.

2. Pertanggungangan kapal menurut perjalanan, bila lamanya pertanggungan ditentukan oleh perjalanan satu kali atau lebih.

3. Pertanggungan kapal menurut waktu dengan ketentuan menurut perjalanan.

4. Pertanggungan kapal untuk perjalanan terbatas.

· Pasal 637 KUHD menyebutkan bahwa bahaya laut yang menjadi tanggungan yaitu bahaya yang datang dari alam atau pebuatan manusia. Jadi resiko yang datang dari cacat tersembunyi atau sifat barang/kebusukan atau kesalahan tertanggung sendiri tidak dijamin, kecuali ditegaskan dalam UU atau suatu janji dalam polis(perluasan polis) bahwa bahaya  tertentu menjadi beban penanggung .

· Usaha mencegah & membatasi kerugian telah diatur secara umum dalam pasal 283 KUHD, khusus untuk pertanggungan laut diatur dalam pasal 655 KUHD. Selama tertanggung belum dan tidak melepaskan hak miliknya atas barang yang dipertanggungkan kepada penanggung, maka ongkos yang telah dikeluarkan untuk usaha membatasi kerugian dapat ditagih kepada penanggung.

· Dalam praktek asuransi pengangkutan barang, sebelum diterbitkan polis asurasi ada dokumen yang disebut “Marine Cargo Insurance Cover Note” adalah nota bukti(awal) penutupan asuransi pengangkutan barang yang yang dinyatakan dalam L/C. Keterangan-keterangan dalam cover note  dikutip seluruhnya dari L/C dan mencantumkan nomor L/C. Apabila pembayaran tidak melalui instrumen L/C  maka dalam cover note harus dicantumkan “nomor Rencana Impor Barang” yang tertera dalam purchase contract yang dimaksud. Setelah dokumen-dokumen pengapalan barang diterima maka covernota harus diganti dengan “Marine Cargo Insurance Policy” atau polis asuransi dan premi dibayar oleh tertanggung. Bilamana atas pengangkutan barang tersebut mangalami kecalakaan dan polis belum diterbitkan, pada dasarnya covernote menjamin kerugian yang dialami sesuai kondisi syarat pertanggungan.

· “Resiko Sendiri” : merupakan jumlah kerugian tertentu dalam asuransi yang menjadi resiko/beban dari tertanggung sendiri. Resiko Sendiri dikenal ada 2 macam, yaitu: 
1. Franchise :  merupakan salah satu ketentuan dalam asuransi berupa pembebasan penanggung terhadap pembayaran suatu kerugian pada batas atau dibawah prosentase tertentu, tapi bila mana kerugian mencapai jumlah batas/lebih, maka penanggung membayar penuh kerugian, dengan tujuan menghindari penggantian kerugian yang kecil yang menjadi tanggung jawab tertanggung.
Contoh ditetapkan resiko sendiri franchise Rp. 100.000,- atas pertanggungan 100.000.000,-, bila terjadi kerugian sebesar Rp. 100.000,- atau kurang, maka resiko tersebut bukan beban penanggung dan tidak diganti, melainkan tanggungan sendiri tertanggung. Tetapi bila jumlah kerugian mencapai Rp. 400.000,- maka penanggung harus mengganti seluruh kerugian tanpa potongan.

2. Deductible : merupakan jumlah prosentase kerugian tertentu yang tidak ditanggung oleh penanggung (asuransi), melainkan beban sendiri tertanggung, dimana dalam suatu kerugian yang dijamin dalam polis, penggantian akan selalu dipotong dengan jumlah deductible tersebut dan sisanya dibayar penanggung. Dengan pengertian jika kerugian lebih kecil atau sama dengan besarnya resiko sendirinya/deductible yang ditetapkan maka tidak ada penggantian kerugian. Bila jumlah kerugian diatas deductible maka jumlah penggantian harus dikurangi deductible.
Contoh : Dari contoh I diatas bila ditetapkan resiko deductible Rp. 100.000,-, maka setiap kerugian dibawah atau sama dengan Rp. 100.000,- maka kerugian menjadi tanggungan tertanggung dan tidak diganti, tetapi bila kerugian Rp. 400.000,- maka penanggung hanya diwajibkan membayar Rp 400.000,- dikurangi Rp. 100.000,- yang menjadi resiko sendiri tertanggung sehingga yang dibayar penanggung hanya sebesar Rp. 300.000,-
